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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
perhotelan/usaha sewa rumah, bertempat tinggal di xxxx,
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawati, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal,

selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11

Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor :

1246/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 11 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada
tanggal 19 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/63/VIII/2003 tanggal 19
Agustus 2003);

him. 1 dari 13 him. Putusan No. 1246/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwasetelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Cirebon selama + 1
minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx,
Kabupaten Tegal selama 2 tahun dan yang terakhir tinggal di rumah milik
bersama yangjuga di xxxx, Kabupaten Tegal selama 12 tahun 10 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah
bercampur (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama:
1. Anak 1, lahir 20 Desember 2003;

2. Anak 2, lahir 12 September 2011;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena
sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak merasa cukup
atas nafkah yang diberikan Pemohon. Termohon bersifat boros dan
bahkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon diketahui
Termohon mempunyai hutang hingga ratusan juta rupiah. Perilaku dan
perbuatan Termohon sudah berulangkali ditegur oleh Pemohon akan
tetapi berulangkali pula Termohon melakukannya;

5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas yang terus
berlanjut akhirnya sekitar bulan Juni 2015 Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal. karena sikap Termohon yang demikian,
akhinya Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang
masih dalam lingkup xxxx, Kabupaten Tegal yang saat ini berjalan selama
10 bulan;

6. Bahwa karena rumah tangga yang demikian Pemohon beranggapan
bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama
dengan Pemohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan jalan satu-
satunya adalah diselesaikan dengan jalan perceraian;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap
mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak
dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.  Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Abdul
Basir, S.Ag. S.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun
gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari
Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak menanggapi poin 1, 2, dan 3 permohonan
Pemohon;

- Bahwa benar Termohon banyak hutang, karena Pemohon apabila diajak
musyawarah atau diskusi masalah rumah tangga, Pemohon hanya bilang
terserah, dan uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan keluarga,
bahkan sampai punya rumah sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar masalah harta,
karena Termohon tidak materialis;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
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Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah
menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 29 Juni 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membantah secara keseluruhan jawaban Termohon
tersebut;

- Bahwa tidak ada wanita idaman lain dalam diri keluarga Pemohon, karena
semuateman wanita Pemohon hanya sebatas teman saja;

- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Termohon kedapatan memiliki hutang
sampai puluhan juta rupiah, dan masalah hutang Termohon tanpa ijin
Pemohon adalah sudah sampai tiga kali dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa memang rumah dibangun setelah berkeluarga, tetapi itu terwujud
karena bantuan dari keluarga Pemohon;

- Bahwa gaji Pemohon memang hanya sedikit dan hanya bisa memberikan
uang sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 700.000,- setiap bulannya, karena
sebagian gaji Pemohon sudah dipotong untuk arisan, tetapi Pemohon
punya villa yang pemasukannya sangat cukup untuk memenuhi keluarga,
bahkan dalam jangka 1 (satu) tahun, Termohon telah menghabiskan uang
sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari hutang dan
arisan yang telah didapat;

- Bahwa sekarang Pemohon sedang berusaha mengembalikan hutang
Termohon tersebut dengan cara pinjam di Bank dan dicicil setiap bulannya;

- BahwaPemohon tetap berpendirian untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula
menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Juli 2016 yang secara
rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan
untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Buktitertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328030402820001, tanggal
21 Desember 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Pebruari
2017, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
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2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 422/63/VIII/2003 Tanggal 20
Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Bermeterai cukup dan telah
dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi
tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal
di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah
menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersamaterakhir di rumah milik
bersama di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang sekarang ikut Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama
kakak Pemohon yang juga di xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang
telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan antara Pemohon
dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
karena sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sendiri pernah 3 (tiga)
kali mendengar langsung Pemohon dengan Termohon sedang
bertengkar di dalam rumah, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab
pertengkarannya;

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan

oleh keluarganya atau belum;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal
di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

adik kandung Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah
menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik
bersama di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang sekarang ikut Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama
kakak Pemohon yang bernama xxxx yang juga di xxxx, Kabupaten Tegal
sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan
antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi.
Selama pisah tersebut, Pemohon masih sering datang ke rumah milik
bersama tersebut, akan tetapi hanya sebentar untuk sekedar mengambil
baju dan tidak menginap;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat sendiri
Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, akan tetapi saksi tidak
tahu penyebab pertengkarannya;

- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak
sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan
bukti apapun, meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk
mengajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan,
sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam
persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk
menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita

Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;
TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimanartelah diuraikan dalam duduk perkaranya;
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Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak
yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara
tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan
sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxx, Kabupaten
Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan
Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxx, Kabupaten Tegal,
yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama
Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan
sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenaitu Pemohon
mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di
persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-
undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak

berhasil damai;
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Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya
perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat
menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak
sekitar Agustus 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon
kurang menerima pemberian nafkah dari penghasilan Pemohon, juga karena
Termohon bersifat boros, bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon
diketahui banyak hutangnya hingga ratusan juta rupiah, hingga akhirnya
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 yang sampai
sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi
meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil
permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon
lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Saksi 1
(tetangga Pemohon), dan 2. Saksi 2 (adik kandung Pemohon), sedangkan
Termohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Termohon telah diberi
kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di
depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi
tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut
undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing
(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil
dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban
Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi
yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum

sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Karangsembung, Kabupaten Cirebon padatanggal 19 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di
rumah milik bersama di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang sekarang ikut Termohon;

3.  Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah
ekonomi keluarga dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon
telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya,
karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah
hidup bersama lagi;

4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah terciptanya
kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak
Pemohon yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak
berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak keluarga Termohon tidak dapat
didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak mau
menghadirkannya;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling
mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami
isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta
dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang

bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan,
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bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat
tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan
telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha
mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya
untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta
tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara
Pemohon dengan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan
Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan
dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak
diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah
lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang
berbunyi:

oy bl

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup
rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan
Pemohon tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu
permohonan Pemohon tersebutharus dikabulkan;
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Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan atau
tuntutan tentang mutah dan atau nafkah iddah, namun oleh karena
permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara
ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban Pemohon tersebut
sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan
perhotelan dan sekarang mempunyai usaha sewa rumah dengan penghasilan
bersih sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan sesuai
ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum
untuk memberikan mutah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta
lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. Nomor : 130
K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag
Mahkamah Agung R.l. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,
maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Slawi;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

3.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima
ratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk
mengirimkan salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 291.000,- (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 M.
bertepatan dengan tanggal 28 Dzulgo’dah 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK,
M.H., Hakimyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.l. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing
sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I. ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000 ,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 291.000,-
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